Menimbang

SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

a. bahwa  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 320
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah dibahas Kepala
Daerah bersama DPRD dan telah mendapat Persetujuan
Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
pada tanggal 16 Juli 2018;



Mengingat

bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan
penyempurnaan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor : 903/Kep.752-BPKAD/2018 tentang Evaluasi
Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Depok  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Depok tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dituangkan
dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Depok
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Nomor: 172/284-DPRD tanggal 21 Agustus 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2017,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3858);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3943);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah  Nomor 24  Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52727);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 6041);



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6224);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2007 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2007 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2016 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok
Nomor 07) sebagaimana telah beberakali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2017 Nomor 17);


http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERDA-NO-07-TAHUN-2017-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KOTA-DEPOK-NOMOR-7-TAHUN-2010-TENTANG-PAJAK-DAERAH-1.pdf
http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERDA-NO-07-TAHUN-2017-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KOTA-DEPOK-NOMOR-7-TAHUN-2010-TENTANG-PAJAK-DAERAH-1.pdf
http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERDA-NO-07-TAHUN-2017-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KOTA-DEPOK-NOMOR-7-TAHUN-2010-TENTANG-PAJAK-DAERAH-1.pdf
http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERDA-NO-07-TAHUN-2017-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KOTA-DEPOK-NOMOR-7-TAHUN-2010-TENTANG-PAJAK-DAERAH-1.pdf
http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERDA-NO-07-TAHUN-2017-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KOTA-DEPOK-NOMOR-7-TAHUN-2010-TENTANG-PAJAK-DAERAH-1.pdf
http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERDA-NO-07-TAHUN-2017-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KOTA-DEPOK-NOMOR-7-TAHUN-2010-TENTANG-PAJAK-DAERAH-1.pdf
http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERDA-NO-07-TAHUN-2017-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KOTA-DEPOK-NOMOR-7-TAHUN-2010-TENTANG-PAJAK-DAERAH-1.pdf

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2011 Nomor 08) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Daerah  Kota  Depok  Nomor 7
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013
Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 006)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 05);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3
Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Melalui Penambahan Modal Saham
Pemerintah Kota Depok kepada PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Melalui
Penambahan Modal Saham Pemerintah Kota Depok kepada PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 19);



Menetapkan :

50.

51.

52.

53.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017
Nomor 21);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017
Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

(1)

Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dberupa laporan

keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan SAL;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Catatan atas Laporan Keuangan.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri
dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 2.847.403.733.203,14
b. Belanja Rp. 2.672.164.042.797,52

Surplus Rp. 175.239.690.405,62
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 643.859.869.115,36

- Pengeluaran Rp. 100.000.000.000,00

Pembiayaan Bersih Rp. 543.859.869.115,36

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan adalah sebagai

berikut :
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.2.690.775.289.744,92
Realisasi Rp.2.847.403.733.203,14

Selisih Lebih Rp. 156.628.443.458,22

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubaha Rp.3.236.288.845.611,28

2. Realisasi Rp.2.672.164.042.797,52

Selisih Lebih Rp. 564.124.802.813,76

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit), adalah sebagai
berikut:

1. Anggaran Defisit setelah perubahan (Rp. 545.513.555.866,36)

2. Realisasi Rp. 175.239.690.405,62

Selisih Lebih Rp. 720.753.246.271,98

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan adalah
sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 645.513.555.866,36
2. Realisasi Rp. 643.859.869.115,36
Selisih Lebih Rp. 1.653.686.751,00
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e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah
sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 100.000.000.000,00
2. Realisasi Rp. 100.000.000.000,00
Selisih Lebih Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto adalah sebagai
berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 545.513.555.866,36
2. Realisasi Rp. 543.859.869.115,36
Selisih Lebih Rp. 1.653.686.751,00

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. SAL Awal Rp. 643.862.367.954,36
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 643.862.367.954,36
c. SiLPA Rp. 719.099.559.520,98
d. Koreksi Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e. SAL Akhir Rp. 719.099.559.520,98
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c

per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp.9.334.627.662.744,16

b. Jumlah Kewajiban Rp. 38.010.992 469,11

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.9.296.616.670.275,05
Pasal 6

Laporan Operasional Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 3.189.036.357.169,49
b. Beban Rp. 2.434.720.267.478,35
Surplus/Defisit Operasional Rp. 754.316.089.691,14

c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 14.858.285.803,80
d. Pos luar Biasa Rp. 265.392.000,00
Surplus/Defisit LO Rp. 768.908.983.494,94
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Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2017 Rp. 643.859.869.115,36
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp.1.032.347.006.786,14

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Aset Non Keuangan (Rp. 957.107.316.380,52)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan Rp. 0,00

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris Rp. 42.188.192,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 Rp. 719.141.747.712,98

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
Ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2017 dimana Jumlah
Ekuitas Akhirnya adalah sebesar Rp.9.296.616.670.275,06.

Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,

terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

b. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan  Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintah daerah dan
organisasi;

c. Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;
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Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III

. Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

.Lampiran IX

. Lampiran X

. Lampiran XI

. Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

. Lampiran XV

Lampiran XVI

. Lampiran XVII

Lampiran XVIII

. Lampiran XIX

Lampiran XX

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan  daerah,
organisasi, program dan kegiatan; dan
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negara;

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi  Dalam
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar belum

Kegiatan-kegiatan yang

Diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya; dan

Ikhtisar laporan Keuangan Badan usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.
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Pasal 11
Wali Kota Depok menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana

rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Agustus 2018

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(2/125/2018)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SERREIARIAT DAERAH KOTA DEPOK
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